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Abstrak

Bahwa arbitrase adalah suatu proses di luar pengadilan di mana dua pihak yang ingin
menyelesaikan perselisihannya dengan jalan menyerahkan perundingan bersama pada
pihak ketiga untuk merencanakan dan memberikan keputusan yang akan disepakati
bersama sehingga setiap jenis/macam hak, kepentingan atau gugatan yang ada dapat
diselesaikan dengan cara perundingan bersama/perdamaian di hadapan pihak ketiga secara
adil dan cepat. Bahwa pada arbitrase terdapat pihak-pihak yang bersengketa sebagai akibat
hukum yang terjadi karena kontrak-kontrak yang dibuat baik dalam perdagangan, industri
dan bisnis. Terdapat beberapa kelebihan arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan-
/sengketa. Antara lain Para pihak pihak memiliki berbagai kebebasan dalam : Memilih
forum (choice of forum); Memilih hukum (choice of law); Memilih tempat (choice of
venue); Memilih arbitrator (choice of arbitrator); Memilih bahasa (choice of language);
dan Dalam kontrak para dapat mengadakan kesepakatan untuk memilih mata uang yang
digunakan (choice of curency) sebagai alat pembayaran.
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Abstract

Whereas arbitration is a process outside the court where two parties who wish to settle a
dispute by submitting collective bargaining to a third party to plan and provide a decision
to be mutually agreed upon so that any type / type of rights, interests or claims that can be
resolved by negotiation together / peace in the presence of third parties fairly and quickly.
Whereas in arbitration there are parties to the dispute as a result of law that occur because
of contracts made in trade, industry and business. There are several advantages of
arbitration in resolving disputes / disputes. Among other parties the parties have various
freedoms in: Choosing a forum ; Choosing law ; Choose a place; Choosing an arbitrator;
Choose the language ; and In the contract, the parties may enter into an agreement to
choose the currency used (choice of curency) as a means of payment.

Key Words : Dispute Resolution, Mechanism, Arbitration

A. Latar belakang

Penyelesaian sengketa di luar penga-
dilan bagi bangsa Indonesia merupakan hal
yang menjadi falsafah bangsa Indonesia
sejak dahulu kala, hanya penamaannya
tidak memakai kalimat Penyelesaian Seng-
keta di Luar Pengadilan. Penyelesaian
sengketa ini merupakan falsafah nenek mo-
yang bangsa Indonesia yang telah berkem-
bang di tengah-tengah masyarakat, missal-
nya masyarakat antar daerah yang bertikai
lebih mengutamakan menyelesaikannya

dalam bentuk “musyawarah”. Musyawarah
ini telah diangkat ke permukaan oleh pen-
diri bangsa Indonesia dengan mencantum-
kannya dalam UUD 1945".

Pandangan yang sama juga dikemu-
kakan Joni Emerzon, yang menyatakan ba-
hwa penyelesaian sengketa melalui lem-
baga-lembaga Alternatif Penyelesaian Se-

'Joni Emerzon,
Sengketa di  Luar
Yogyakarta2001, hlm. 13

Alternatif Penyelesaian
Pengadilan,  Kanisius,
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ngketa (Alternative Dispute Resolution/-
ADR) secara tidak langsung sudah ber-
kembang dalam kehidupan masyarakat In-
donesia, seperti negosiasi, mediasi, konsi-
lidasi, dan arbitrase, walaupun tidak persis
sama dengan apa yang dilakukan di Aus-
tralia dan Amerika yang sudah melembaga.

Memperhatikan gerak dinamis per-
kembangan dunia bisnis Indonesia dengan
dunia luar, terutama dengan kalangan dunia
maju yang menyangkut bidang joint ven-
ture, dagang dan alih teknologi, sudah saat-
nya kita mempersiapkan diri mengantisi-
pasinya.” Didalam hubungan arus perkem-
bangan dunia bisnis ditinjau dari segi hu-
kum, sangat menonjol dan dominan sekali
peran dan penggunaan klausula arbitrase
pada setiap perjanjian bisnis yang mereka
lakukan dengan pihak Indonesia. Malahan
ada keengganan bagi pihak dunia maju un-
tuk mengadakan hubungan bisnis tanpa di-
ikat dengan perjanjian arbitrase.

Memang, bagi dunia maju, comme-
rcial arbitration sudah mereka anggap a
business executive’s court sebagai alternatif
penyelesaian sengketa. Apa sebabnya ? Ka-
rena mereka berpendapat, penyelesaian se-
ngketa bisnis melalui peradilan resmi, pada
umumnya memakan waktu lama disebab-
kan faktor prosedur sistem peradilan sangat
kompleks dan berbelit. Mereka berpendapat
penyelesaian sengketa bisnis melalui pera-
dilan more complex and time consuming
procedures of the official court system.” Di
samping itu, kalangan dunia bisnis ber-
anggapan penyelesaian sengketa di bidang
bisnis, kurang dipahami oleh para hakim
jika dibanding dengan mereka yang ber-
kecimpung dengan dunia bisnis itu sendiri.
Selain itu, alasan pokok memilih alternatif
arbitrase dalam penyelesaian sengketa bis-
nis, disebabkan karakteristiknya yang infor-
mal procedures sehingga can be put in

> Ibid
Deasy Soeikromo, Kontrak Standar
Perjanjian Arbitrase Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Bisnis,
Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22/No.6/Juli /2016, HIm.
14
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motion quickly. Ditambah pula dengan sifat
putusannya, langsung bersifat final dan
binding. Hal itu disebabkan putusan arbi-
trase tidak bisa naik banding, kasasi, atau
ditinjau kembali.

Pengaturan tentang Arbitrase terus
berlaku setelah Indonesia Merdeka, yang
diberlakukan kembali berdasarkan keten-
tuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
jo. PP No.1/1945. Kemudian UU No.14/-
1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 3
ayat (1), mengatur tentang perwasitan (arbi-
trase)sebagai cara penyelesaian sengketa di
luar pengadilan. Indonesia baru memiliki
undang undang khusus tentang Arbitrase
dengan diberlakukannya UU No0.30/1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penye-
lesaian Sengketa (UUAAPS). Kemudian
disusul dengan berbagai peraturan perun-
dang-undangan sektoral yangdalam bebe-
rapa pasalnya mengatur tentang kemung-
kinan penggunaan Arbitrase sebagai alter-
native penyelesaian sengketa.

Pasal 1 angka 1 UUAAPS mendefi-
nisikan Arbitrase sebagai : “ cara penye-
lesaian suatu sengketa perdata di luar pera-
dilan umum yang didasarkan pada perjan-
jian arbitrase yang dibuat para pihak yang
bersengketa”.  Black’s Law Dictionary,
7ed, 1999, memberikan definisinya “.....a
method of dispute resolution involving one
or more neutral third parties who are
agreed to by the disputing parties and
whose decision is binding”.Istilah “arbitr-
ase” berasal dari istilah “arbitrare” (bahasa
Latin) yang maknanya kurang lebih adalah
kewenangan untuk memutus sengketa
berdasarkan pada kebijaksanaan. Diguna-
kan istilah arbitration dalam bahasa Ing-
gris, atau arbitrage dalam bahasa Belanda,
atau perwasitan sebagaimana UU 14/1970.
UUAAPS menggunakan istilah baku arbi-
trase. Diduga pilihan penggunaan istilah
arbitrase dalam UUAAPS  mengadopsi
istilah dan cara pengucapan arbitrage dari
bahasa Belanda.
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B. Permasalahan

Perhatian akan pentingnya alternatif
penyelesaian sengketa di Indonesia, telah
mendapatkan apresiasi yang cukup dari
pihak eksekutif dan legislatif yang dibuk-
tikan dengan telah adanya pengaturan me-
ngenai penyelesaian sengketa ini dalam
sejumlah undang-undang. Dengan penge-
nalan dan pemahaman tentang berbagai
macam variasi arbitrase, pelaku bisnis yang
terlibat dalam suatu perjanjian arbitrase,
dapat mengajukan pilihan rules arbitrase
mana yang paling sesuai untuk disepakati
dalam perjanjian dengan mitra bisnis me-
reka baik dengan mitra domestik atau luar
negeri. Sehubungan dengan penjabaran di-
atas, maka dalam karya ilmiah ini, penulis
ingin mempelajari secara lebih mendalam
mengenai :

1. Bagaimanakah Peran Arbitrase
Sebagai Salah Satu Bentuk Per-
janjian Bisnis ?

2. Apasajakah kelebihan yang dimi-
liki kelebihan arbitrase dalam
menyelesaikan perselisihan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam Karya ilmiah ini, penulis akan
mencari jawaban atas permasalahan yang
penulis angkat, yaitu mengenai Peran Arbi-
trase Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian
Bisnis, dan Apasajakah kelebihan yang di-
miliki kelebihan arbitrase dalam menyele-
saikan perselisihan.

D. Pembahasan
I. Peran Arbitrase Sebagai Salah Satu
Bentuk Perjanjian Bisnis

Peran klausula arbitrase pada setiap
perjanjian bisnis yang dilakukan oleh para
pihak dari segi hukum jika kita lihat definisi
dari perjanjian arbitrase yang2 dapat kita
katakan bahwa pada dasarnya perjanjian
arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu
kesepakatan berupa : *

* Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif
Penyelesaian Sengketa Bisnis), Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003, hlm. 21
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a. Klausula arbitrase yang tercantum
dalam suatu perjanjian tertulis ya-
ng dibuat para pihak sebelum tim-
bul sengketa, atau

b. Suatu perjanjian arbitrase tersen-
diri yang dibuat para pihak setelah
timbul sengketa.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian,
sah tidaknya perjanjian arbitrase digantung-
kan pada syarat-syarat sebagaimana diten-
tukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. De-
mi memenuhi syarat subjektif, selain harus
dibuat oleh mereka yang demi hukum
cakap untuk bertindak dalam hukum, per-
janjian arbitrase harus dibuat oleh mereka
yang demi hukum dianggap memiliki ke-
wenangan untuk melakukan hal yang de-
mikian.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa menentu-
kan bahwa para pihak dalam perjanjian
arbitrase tidak dibatasi hanya untuk subjek
hukum menurut hukum perdata melainkan
juga termasuk didalamnya subjek hukum
publik. Namun satu hal yang perlu diper-
hatikan di sini adalah bahwa meskipun
subjek hukum publik dimasukkan di sini,
tidaklah berarti arbitrase dapat mengadili
segala sesuatu yang berhubungan dengan
hukum publik. Jika kita lihat ketentuan
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jelas
bahwa sengketa yang dapat diselesaikan
melalui arbitrase ini sifatnya terbatas. Yang
pasti relevansi dari kewenangan para pihak
menjadi bagian yang sangat penting bagi
para pihak dalam perjanjian arbitrase.

Syarat objektif dari perjanjian arbit-
rase ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ten-
tang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat
(1) undang-undang tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut,
objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini
adalah sengketa yang akan diselesaikan di
luar pengadilan melalui lembaga arbitrase
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(dan atau lembaga alternatif penyelesaian
sengketa lainnya) hanyalah sengketa di bi-
dang perdagangan dan mengenai hak yang
menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak
yang bersengketa.

Bentuk perjanjian arbitrase tertulis
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 me-
nsyaratkan perjanjian arbitrase harus di-
adakan dalam bentuk tertulis. Lebih lanjut
dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian
tertulis adalah:

a. Klausula arbitrase yang dicantumkan
dalam perjanjian pokok, atau

b. Ketentuan yang dimuat dalam perjanjian
arbitrase yang terpisah dari perjanjian
pokok dalam bentuk :

1. Surat-surat yang dikirim secara

tercatat;

2. Buku-buku ekspedisi, atau;

3. Telegram atau pertukaran teleks

di antara para pihak.

Jika UU arbitrase diperhatikan, jelas
mengikuti arus yang dikembangkan dalam
konvensi-konvensi internasional yang me-
nghendaki setiap pactum de compromit-
tendo dalam bentuk tertulis. Bentuk pe-
ngertian tertulis yang dianut oleh RUU
tersebut, juga mengikuti arus yang dikem-
bangkan dalam berbagai konvensi. Terma-
suk surat tercatat yang dikirimkan salah
satu pihak kepada pihak yang lain. Demi-
kian juga buku ekspedisi, telegram dan te-
leprinter.

Adanya perjanjian arbitrase tertulis
ini berarti meniadakan hak para pihak untuk
mengajukan penyelesaian sengketa atau
beda pendapat yang dimuat dalam perjan-
jian (pokok) ke Pengadilan Negeri. Demi-
kian juga kiranya Pengadilan Negeri tidak
berwenang untuk mengadili sengketa para
pihak yang telah terikat dalam perjanjian
arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbi-
trase melahirkan kompetensi absolut bagi
para pihak untuk menentukan sendiri cara
penyelesaian sengketa yang dikehendaki-
nya.

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan
kepada masalah penyelesaian perselisihan
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yang timbul dari perjanjian. Perjanjian
arbitrase ini bukan perjanjian “bersyarat”
atau voorwaardelijke verbintenis. Perjanjian
arbitrase tidak termasuk pada pengertian
ketentuan Pasal 1253-1267 KUH Perdata.
Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian
arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu
kejadian tertentu di masa yang akan datang.
Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan
masalah pelaksanaan perjanjian. Tetapi ha-
nya mempersoalkan masalah cara dan lem-
baga yang berwenang menyelesaikan “per-
selisthan” (disputes settlement) atau differ-
rence yang terjadi antara pihak yang ber-
janji.

Jadi, fokus perjanjian arbitrase sema-
ta-mata ditujukan kepada masalah penyele-
saian perselisihan yang timbul dari perjan-
jian.5 Para pihak dapat menentukan kata
sepakat agar penyelesaian perselisihan yang
timbul dari perjanjian, tidak diajukan dan
diperiksa oleh badan peradilan resmi, tetapi
akan diselesaikan oleh sebuah badan kuasa
swasta yang bersifat netral yang lazim di-
sebut “wasit” atau “arbitrase”. Kalau begitu
jelas terlihat di mana letak perjanjian arbit-
rase. Letaknya bukan pada masalah “pelak-
sanaan” perjanjian, tetapi mengenai penye-
lesaian “perselisihan” perjanjian. Jika pada
perjanjian bersyarat yang lazim juga disebut
contractsbeding, pelaksanaan dan pemenu-
han perjanjian digantungkan (af hangen)
pada suatu kejadian atau perbuatan di masa
yang akan datang (foekomstig).

Arbitrase telah cukup luas digunakan
sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis
dan perdagangan, baik di tingkat nasional
maupun di tingkat internasional. Arbitrase
institusional ataupun arbitrase ad hoc.’
Arbitrase internasional ataupun arbitrase
nasional. Masing masing menyediakan diri
untuk memberikan jasa layanan penyele-
saian sengketa bagi pihak pihak yang me-
merlukan. ICC, AAA, LCIA, SIAC, dan
lain lain merupakan sedikit contoh arbitrase
intitusional yang cukup terkenal dan men-

5 .
1bid
% Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta. 2005, hlm. 34



Arbitrase Sebagai Alternatif Ideal Dalam Penyelesaian

jadi pilihan para pihak bersengketa. BANI,
BASYARNAS (BAMUI), BAPMI, BAMI,
BADAPSKI, BAORI, LPSKI dan lain lain
merupakan beberapa contoh arbitrase insti-
tusional di Indonesia.

Pasal 1 (9) UUAAPS memilih meng-
gunakan istilah putusan arbitrase interna-
sional sebagaimana dalam rumusan “....pu-
tusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga
atau arbiter perorangan di luar wilayah
hukum Republik Indonesia, atau putusan
suatu lembaga arbitrase atau arbiter pe-
rorangan yang menurut ketentuan hukum
Republik Indonesiadianggap sebagai suatu
putusan arbitrase internasional”. PERMA
No. 1 Tahun 1990 menggunakan istilah
“arbitrase asing”. AdapunNew York Conve-
ntion 1958 on the Recogniton and Enfor-
cement of Foreign Arbitral Award yang
telah dirafitifikasi berdasarkan Keppres
No.34 Tahun 1981 menggunakan istilah
“foreign arbitration”. Istilah arbitrase inter-
nasional (international arbitration) ataukah
arbitrase asing (foreign arbitration) meru-
pakan dua istilah berbeda dengan maksud
yang sama, masing masing digunakan se-
cara bergantian (interchangeable).

Pemilihan arbitrase internasional ber-
kenaan dengan adanya elemen asing (forei-
gn element) yang disebabkan adanya per-
bedaan latar belakang sisetm hukum dari
subyek atau obyek dalam kontrak, atau,
disebabkan adanya kesepakatan pilihan hu-
kum asing dalam kontrak. Berkaitan de-
ngan adanya perbedaan antara negara tem-
pat putusan arbitrase dijatuhkan dengan ne-
gara tempat putusan dimohonkan peng-
akuan dan pelaksanaannya. Secara argu-
menttum a contrario, apabila samasekali
tidak mengandung adanya elemen asing (fo-
reign element), maka arbitrase yang demi-
kian itu termasuk dalam pengertian sebagai
arbitrase nasional. Perlunya membedakan
antara arbitrase nasional dengan arbitrase
internasional utamanya berkenaan dengan
persoalan pelaksanan putusan nantinya.

Dalam kontrak kontrak bisnis pada
umumnya para pihak telah mencantumkan

Rusniati,
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adanya klausula arbitrase (arbitration
clause), yaitu kesepakatanuntuk memilih
arbitrase untuk menyelesaian sengketa yang
mungkin akan terjadi di kemudian hari.
Meskipun dalam negosiasi kontrak bisnis,
masalah dispute settlement clause, kurang
mendapatkan porsi utama dalam proses
negosiasi, sehingga baru dinegosiasikan
menjelang berakhirnya proses negosiasi,
karena itu kerapkali dijuluki sebagai mid
night clause. Sengketa bisnispada dasarnya
tidak dikehendaki akan terjadi. Bahkan da-
lam kenyataannya juga belum tentu terjadi.
Namun para pihak sudah perlu melakukan
antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya.
Keberadaan klausula arbitrase mau-
pun perjanjian arbitrase merupakan dasar
timbulnya kewenangan arbitrase. Tanpa
adanya klausula arbitrase atau perjanjian
arbitrase maka sengketa tidak dapat disele-
saikan melalui arbitrase. Para pihak dalam
klausula abritrase atau perjanjian arbitrase
adalah subyek hukum, baik menurut hukum
perdata maupun menurut hukum publik.
Perbedaan antara klausula arbitrase (arbit-
ration clause) dengan perjanjian arbitrase
(arbitration agreement) hanya terletak pada
kapan waktu pembuatan serta bagaimana
cara penuangannya. Namun esensi dan aki-
bat hukum keduanya adalah sama, yaitu
adanya kesepakatan para pihak memilih
cara penyelesaian sengketa melalui arbit-
rase. Dengan adanya klausula arbitrase atau
perjanjian arbitrase maka yang berwenang
secara absolut untuk menyelesaikan seng-
keta adalah lembaga arbitrase yang telah
ditunjuk dan disepakati oleh para pihak.

I1. Beberapa Kelebihan Arbitrase Dalam
Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa kontrak
bisnis, terdapat beberapa keunggulan Ar-
bitrase dibandingkan dengan menggunakan
media Pengadilan antara lain Para pihak
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pihak memiliki berbagai kebebasan dalam :
7

1.

Memilih forum (choice of forum).
Artinya para pihak berdasarkan ke-
sepakatan memiliki kebebasan un-
tuk memilih penyelesaian sengketa
kontrak bisnis melalui forum arbit-
rase institusional atau arbitrase ad
hoc, arbitrase nasional atau arbitrase
internasional. Hal tersebut sebagai-
mana diatur dalam Pasal 6 ayat (9)
jo. Pasal 34 ayat (1) UUAAPS.
Dalam kontrak bisnis internasional
yang melibatkan pihak pihak yang
tunduk pada system hukum berlai-
nan, atau kontrak yang mengandung
adanya “foreign element”, pada u-
mumnya mereka merasa lebih nya-
man untuk memilih arbitrase inter-
nasional diluar kedudukan para
pihak. Satu dan lain hal untuk men-
jamin independensi dalam proses
pemeriksaan dan putusannya.
Adapun dalam proses peradilan ma-
sing masing pengadilan telah diten-
tukan kompetensi absolutnya berda-
sarkan peraturan perundang-unda-
ngan. Kalaupun toh perkecualian
hanya terbatasyang menyangkut
masalah kompetensi relative penga-
dilan yang ditentukan berdasarkan
kesepakatan bersama para pihak dan
dituangkan ke dalam akta (Pasal 118
ayat 4 HIR).

Memilih hukum (choice of law),
artinya para pihak berdasarkan ke-
sepakatan memiliki kebebasan unt-
uk memilih hukum yang berlaku
terhadap kontrak dan digunakan
dalam penyelesaian sengketa kont-

7 Basuki Rekso Wibowo, Arbitrase Sebagai

Alternatif Ideal Dalam Penyelesaian Sengketa
Kontrak Bisnis, Bahan Ajar Fakultas Hukum
Universitas Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 6
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rak (choice of of law by the parties
as a governing/applicable law).

Terutama terhadap kontrak yang
mengandung adanya “foreign ele-
ment”. Karena para pihak dalam
kontrak berasal dari dan tunduk pa-
da system hukum yang berlainan,
sehingga sejak awal harus sudah
dipastikan hukum pilihan para pihak
sebagai hukum yang berlaku terha-
dap kontrak dan sebagai hukum
yang akan digunakan dalam proses
arbitrase.

Pilihan hukum harus didasarkan
pada bonafide intention, bukan se-
ngaja dimaksudkan untuk melaku-
kan penyelundupan hukum untuk
merugikan mitra berkontraknya.
Perihal pilihan hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 56 (2) jo. Pasal
31 (1) dan 34 (2) UU No.30/1999
mengatur tentang kemungkinan para
pithak melakukan pilihan hukum,
baik terhadap hukum materiil mau-
pun hukum formil.

Apabila dalam kontrak samasekali
tidak mengandung adanya foreign
element, maka pilihan hukum (choi-
ce of law) menjadi sesuatu yang
kurang relevan. Adapun dalam pro-
ses peradilan tidak terdapat pilihan
hukum, karena hukum materiil yang
berlaku adalah hukum Indonesia
kecuali konvensi yang telah dira-
tifikasi, sedangkan hukum formil-
nya bersifat memaksa (dwingen)
sehingga tidak dapat disimpangi;

. Memilih tempat (choice of venue),

artinya para pihak berdasarkan ke-
sepakatan memiliki kebebasan me-
milih tempat penyelenggaraan arbit-
rase. Hal tersebut sebagaimana dia-
tur Pasal 37 ayat (1) UUAAPS.

Pilihan (negara) tempat penyeleng-
garaan arbitrase internasional erat
kaitannyadengan masalah penga-
kuan dan pelaksanaan putusannya di
kemudian hari. Sesuai dengan syarat
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dan prosedur berdasarkan Konvensi
New York 1958 (Convention on the
Recognition and Enforcement Fo-
reign Arbitral Award) jo. Keppres
No.34/1981, PERMA No.1/1990
dan UU No.30/1999.

Dalam memilih tempat (Negara)
penyelenggaran Arbitrase Internasi-
onal, perlu dipertimbangkan faktor
faktor : (1). favourable legal enviro-
nment, yaitu negara di tempat di-
mana penyelenggaraan arbitrase in-
ternasional tersebut merupakan ne-
gara yang dinilai telah memiliki
sistem hukum & tradisi hukum ya-
ng kuat dan dapat dipercaya kehan-
dalannya; (2). enforceability of arbi-
tration award., yaitu Negara yang
tempat penyelenggaraan arbitrase
internasional tersebut merupakan
negara peserta Konvensi New York
1958, serta memiliki perjanjian bila-
teral dengan negara para pihak mau-
pun dengan negara tempat dimana
putusan arbitrase internasional terse-
but nantinya akan dimohonkan pe-
ngakuan dan pelaksanaanya.
Adapun dalam proses peradilan,
berkenaan dengan tempat penyele-
nggaraan peradilan (kompetensi re-
lative) telah ditentukan secara per-
manen dalam HIR maupun RBG.
Berdasarkan prinsip actor secuitur
forum rei, forum rei sitae dan
sebagainya. Kecuali para pihak ber-
dasarkan kesepakatan yang dituang-
kan ke dalam akta memilih domisili
penyelesaian sengketa di Pengadilan
Negeri tertentu (Pasal 118 ayat 4
HIR);

. Memilih arbitrator (choice of arbi-
trator), artinya para pihak berdasar-
kan kesepakatan memiliki kebeba-
san untuk memilih arbitrator. Pada
dasarnya arbitrator dipilih para pi-
hak, selanjutnya masing masing ar-
bitrator pilihan para pihak memilih
seorang arbitrator yang bertindak
sebagai ketua panel arbitrase. Dalam

Rusniati,
Hendri. S

keadaan tertentu, arbitrator ditetap-
kan oleh Ketua Lembaga Arbitrase
atau oleh Ketua Pengadilan.
Arbitrator dipilih berdasarkan keah-
lian, pengalaman, serta tidak memi-
liki conflict of interest dengan pihak
berperkara maupun putusannya (Pa-
sal 1 angka 7 jo. Pasal 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 dan 19 UUAAP-
S).Arbitrator tidak harus memiliki
latar belakang pendidikan dan keah-
lian di bidang hukum, melainkan
terbuka kemungkinan berasal dari
bidang ilmu dan keahlian yang lain.
Keahlian dan pengalaman arbitrator
harus sesuai dengan masalah yang
disengketakan, sehingga akan turut
menentukan penguasaan terhadap
esensi sengketa maupun kualitas
pertimbangan dalam menjatuhkan
putusannya (expert in subject matter
of disputes).

Adapun dalam proses peradilan, ha-
kim atau majelis hakim disyaratkan
memiliki latar belakang pendidikan
hukum dan memeriksa perkara ber-
dasarkan diskresi Ketua Pengadilan.
Keahlian dan pengalaman hakim
akan terbentuk bersamaan dengan
proses waktu perjalanan karirnya.
Memilih bahasa (choice of langu-
age), artinya para pihak berdasarkan
kesepakatan memiliki kebebasan
memilih bahasa yang digunakan
dalam kontrak maupun bahasa yang
digunakan dalam proses arbitrase
(Vide Pasal 28 UUAAPS).

Namun perlu mendapatkan perha-
tian kiranya bahwa UU No.24/2009
tentang Bendera, Bahasa, Lambang
Negara dan Lagu Kebangsaan me-
ngharuskan penggunaan Bahasa In-
donesia. Ketentuan tersebut bersifat
imperative yang mengancam keba-
talan apabila dilanggar.

Kebebasan para pihak memilih ba-
hasa yang digunakan dalam proses
arbitrase terutama menyangkut arbi-
trase internasional, karena para pi-
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hak memiliki latar belakang peng-
gunaan bahasa nasional yang berlai-
nan. Karena itu perlu disepakati ba-
hasa yang akan digunakan. Meski-
pun pada umumnya proses arbitrase
internasional menggunakan Bahasa
Inggris, sebagai bahasa yang paling
luas penggunaannya.

Adapun dalam proses peradilan di
Indonesia diselenggarakan dalam
Bahasa Indonesia. Kalaupun ada
pihak yang tidak menguasai Bahasa
Indonesia maka kepadanya akan
disediakan dan ditunjuk perterjemah
tersumpah (sworn translator);

. Dalam kontrak para dapat mengada-

kan kesepakatan untuk memilih ma-
ta vang yang digunakan (choice of
curency) sebagai alat pembayaran.
Namun demikian dalam konteks di
Indonesia, perlu kiranya untuk men-
dapatkan perhatian bahwa terdapat
ketentuan dalam Peraturan Bank
IndonesiaNomor 17/3/PBI/2015 ten-
tang Kewajiban Penggunaan Rupiah
Di Wilayah Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia, pada ketentuan Pasal
1 angkal, jo. Pasal 2, 3 secara tegas
mengatur kewajiban menggunakan
rupiah dalam transaksi yang dilaku-
kan di wilayah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia.

Kemudian hal tersebut dipertegas
lagi dalam ketentuan Pasal 10 ayat
(1) tentang larangan menolak pe-
nerimaan pembayaran dalam bentuk
rupiah. Ketentuan tersebut kemu-
dian ditindaklanjuti berdasarkan Su-
rat Edaran Bank Indonesia (SEBI)
No. 17/11/DKSP. Perihal tersebut
terdapat beberapa putusan MA yang
secara konsisten menerapkan keten-
tuan penggunaan mata uang rupiah,
kecuali dalam hal hal tertentu yang
diatur dalam peraturan perundang
undangan;

Selain berbagai keunggulan di atas,

masih terdapat beberapa keunggulan lain
dalam proses arbitrase yang meliputi :

1. Proses Arbitrase dibatasi waktu ter-

tentu (time limitation), artinya, pro-
ses pemeriksaan sengketa melalui
arbitrase dibatasi dalam jangka wak-
tu paling lamal80 hari terhitung se-
jak arbiter atau majelis arbitrase ter-
bentuk (Pasal 48 ayat 1 UUAAPS).
Perpanjangan waktu hanya dimung-
kinkan berdasarkan persetujuan para
pihak bersengketa (Pasal 48 ayat 2
jo. Pasal 33 UUAAPS).

Berlainan halnya dengan proses di
Pengadilan yang membutuhkan
waktu lebih lama. Minimal 4 sd 6
bulan di tingkat pertama, 6 sd 8
bulan di tingkat banding, 8 sd 12
bulan di tingkat kasasi. Belum lagi
kalau muncul upaya derden verzet
atau peninjauan kembali, maka hal
tersebut akan memerlukan waktu
yang lebih lama lagi;

. Proses Arbitrase berlangsung secara

tertutup(private and confidential),
sebagaimana diatur dalam Pasal 27
UUAAPS. Artinya proses arbitrase
hanya dihadiri dan diketahui para
pihak bersengketa maupun kuasa-
nya, sehingga terhindar dari kemu-
ngkinan terjadinya publikasi seng-
keta yang justru merugikan nama
baik pihak pihak itu sendiri. Prinsip
private and confidential merupakan
salah satu daya tarik Arbitrase da-
lam penyelesaian sengketa kontrak
bisnis.

Berlainan halnya dengan proses di
Pengadilan yang berlangsung secara
terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat
1 UU No.48/2009). Hal tersebut
justru dinilai kurang menguntung-
kan karena berkenaan kemungkinan
terpublikasinya rahasia dan nama
baik para pihak yang bersengketa;

. Putusan arbitrase bersifat final dan

mengikat (final and binding), arti-
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nya putusan arbitrase langsung se-
lesai dan berkekuatan hukum tetap
sejak dijatuhkan putusannya (Vide
Pasal 60 UUAAPS). Proses seng-
keta dianggap telah selesai dengan
telah dijatuhkannya putusan Arbit-
rase. Adapun terhadap putusan Pe-
ngadilan Negeri masih dapat dimo-
honkan berbagai upaya hukum sesu-
ai ketentuan hukum acara perdata;

4. Putusan arbitrase bersifat enforce-
able, artinya apabila putusan arbit-
rase tidak dipenuhi secara sukarela
dan itikad baik maka dapat dimo-
honkan pelaksanaannya melalui pe-
ngadilan. Pelaksanaan putusan arbit-
rase nasional merupakan kewena-
ngan Pengadilan Negeri di tempat
kedudukan termohon eksekusi (Vide
Pasal 59 sd 64 UUAAPS). Adapun
pengakuan dan pelaksanaan terha-
dap putusan arbitrase internasional
di Indonesia merupakan kewena-
ngan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat (Vide Pasal 65 sd 69 UUAA-
PS).Secara teknis pelaksanaan ekse-
kusi putusan Arbitrase Nasional ma-
upun Arbitrase Internasional di In-
donesia menggunakan ketentuan
ketentuan eksekusi sebagaimana di-
atur dalam HIR maupun RBG.
Adapun terhadap putusan Pengadi-
lan baru dapat dimohonkan pelaksa-
naannya setelah putusan tersebut
memiliki  kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde). Tentunya
setelah melalui berbagai tahapan
dan memerlukan waktu cukup lama.
Terkecuali menyangkut putusan
perdamaian melalui mediasi Perma
1/2016 atau putusan serta merta(uit
voerbaar bij voorraad) sebagaima-
na diatur dalam Pasal 180 ayat 1
HIR. Putusan serta merta meskipun
belum berkekuatan hukum tetap
namun sudah dapat dimohonkan
pelaksanaannya, meskipun dalam
prakteknya jarang dikabulkan me-
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ngingat berbagai kendala dan resi-
konya.

Lahirnya model penyelesaian sengke-
ta di luar pengadilan, tidak terlepas dari
adanya rasa kecewa dan prustasi atas pe-
nyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Sebagaimana diutarakan Thomas J. Harron
masyarakat tidak puas menyelesaikan seng-
keta melalui pengadilan oleh karena sistem
yang melekat pada pengadilan cenderung
merugikan, dalam bentuk: buang-buang
waktu (a waste of time), biaya mahal (very
expensive), mempermasalahkan masa lalu
dan bukan menyelesaikan masa depan,
membuat orang bermusuhan (enemy), dan
melumpuhkan para pihak (paralyzes peo-
ple).t

Di tengah runtuhnya kepercayaan ma-
syarakat kepada lembaga peradilan, kiranya
perlu diusahakan untuk melakukan perbai-
kan, baik pada aturan perundang-undangan-
nya maupun sarana dan prasarananya,
termasuk pula didalamnya moralitas (ini
mungkin yang paling penting) sumberdaya
manusia yang terlibat secara langsung da-
lam peradilan. Meskipun lembaga peradilan
sebetulnya merupakan suatu yang asing
bagi bangsa Indonesia karena ia diperkenal-
kan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, tapi
faktanya dan keberadaannya sudah tidak
dapat dihindari. Sebagai suatu lembaga ter-
depan yang menjadi cermin dimana orang
dapat melihat kehidupan hukum di Indo-
nesia dijaga, dipelihara agar tidak mengala-
mi kemunduran serta cacat.

Dalam hubungan ini, maka kemo-
rosotan dan cacat apapun juga yang di
alamatkan ke Pengadilan, seperti korupsi
dan lain-lain sedapat mungkin dicegah.
Usaha itu adalah usaha besar yang perlu
didahulukan secara terus menerus. Pranata
lain, seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi
dan arbitrase sebagai pranata alternatif
penyelesaian sengketa yang didahulukan
berdasarkan Undang-undang Nomor 30
Tahun 1999 perlu dikembangkan dan
dimasyarakatkan, karena pada dasarnya kita

8 Ibid
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tidak ingin bersentuhan dengan konflik,
bahkan, menumpuknya perkara di Badan
Peradilan, lambat tapi pasti, kalau lembaga-
lembaga alternatif Penyelesaian sengketa
tersebut akrab di masyarakat, penumpukan
perkara bisa dikurangi.

Pranata Alternatif Penyelesaian Seng-
keta, pada dasarnya merupakan bentuk pe-
nyelesaian sengketa di luar pengadilan, ya-
ng didasarkan kepada kesepakatan para pi-
hak yang bersengketa.’” Saat ini bentuk
alternatif penyelesaian sengketa yang pa-
ling umum dilakukan adalah negosiasi, me-
diasi, konsiliasi, dan arbitrase.' Sebagai
konsekuensi dari kesepakatan para pihak
yang bersengketa tersebut, Alternatif Pe-
nyelesaian Sengketa bersifat sukarela dan
karenanya tidak dapat dipaksakan oleh
salah satu pihak kepada pihak lain yang
bersengketa. Sebagaimana telah dikemu-
kakan di atas bahwa pilihan atas penye-
lesaian sengketa di luar pengadilan (ADR)
pada umumnya didasarkan atas adanya rasa
kecewa atas penyelesaian sengketa melalui
pengadilan yang cenderung lebih lama,
sangat formal dan biaya mahal.

E. Kesimpulan

Bahwa arbitrase adalah suatu proses
di luar pengadilan di mana dua pihak yang
ingin menyelesaikan perselisthannya de-
ngan jalan menyerahkan perundingan ber-
sama pada pihak ketiga untuk merencana-
kan dan memberikan keputusan yang akan
disepakati bersama sehingga setiap jenis/-
macam hak, kepentingan atau gugatan yang
ada dapat diselesaikan dengan cara perun-
dingan bersama/perdamaian di hadapan pi-
hak ketiga secara adil dan cepat. Bahwa
pada arbitrase terdapat pihak-pihak yang
bersengketa sebagai akibat hukum yang
terjadi karena kontrak-kontrak yang dibuat
baik dalam perdagangan, industri dan bis-
nis. Dalam sengketa tersebut terjadi kesepa-
katan kedua pihak untuk menyelesaikan
sengketa dan masing-masing pihak menun-

’ Ibid
' Joni Emerzon, Op Cit
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juk arbiter untuk menyelesaikannya sesuai
dengan apa yang sudah disepakati dalam
kontrak.

Terdapat beberapa kelebihan arbitrase
dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa.
Antara lain Para pihak pihak memiliki ber-
bagai kebebasan dalam :

1. Memilih forum (choice of forum);

2. Memilih hukum (choice of law);

3. Memilih tempat (choice of venu-

e);

4. Memilih arbitrator (choice of ar-

bitrator),;

5. Memilih  bahasa

language); dan

6. Dalam kontrak para dapat menga-

dakan kesepakatan untuk memilih
mata uang yang digunakan (choi-
ce of curency) sebagai alat pem-
bayaran.

(choice  of
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